
\1
.:*

LEMBARAI{ DAERAH
KABUPATEil MAIATENGKA

ilOIrlOR : 28 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA]ALENGIG

Nomor 28 Tahun 2004

TENTANG

ORGANISASI DAIT TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
DAT{ SEKRETARIAT DEWAT{ PERU'AKIITN RAIfiAT DAERAH

KABUPATET{ MAJALEIIIGKA

DEIiIGAI{ RAtlilAT TUHAII YANG ltlAHA ESA
BI.IPATI MAIALEIIGIq,

Menimbang:
a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2003 bntang Pedoman Oryanisasi Perangkat Daerah, maka
sangat berpengaruh terhadap Peraturan DaeGh Knbupaten
Majalengka Nomor 15 Tahun 2002 tentang Organissi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Majalengka, sehingga perlu dievaluasi untuk
disempumakan;

b, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a di atas, perlu diatur kembali Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
DaeGh dan Sekrebriat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Majahngka dengan Perdturan Daerah.
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It{engingEt :
1. Ketehpan Majelis Permusyawaratan tlakyat Republik Indonesia

Nomor IIVMPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tab Urutan
Peraturan Perundang- undangan ;

2. l(etetapan Maielis PermuslEwaratan Rallyat Republik Indonesia
Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam

Penyelenggaraan Otonomi Daerah ;

3. Undang-undarE Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pernerintahan Daerah

Kabupaten Dalam Lirgkungan Jawa Barat ( Berib Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 ) ;

4. Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43
Tahun 1999 Enbng Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169. Tambahan LembaGn Negara

Republik Indonesia Nomor 3890) ;

5. Undang-undarg Nomor 22 Tahun 1999 tenang Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 3839 ) ;

6. Undang-undarE Nomor 25 Tahun 19{Xl tenbng PerimbangEn

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3848);

7. Peraturan Pemerinbh Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kelvenangan
Pemerintah dan KewenarEan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

8. Peraturan Pemerinbh Nomor I Tahun 2003 tentang Pedoman

Organisasi Perangkat Daerah ( Lembamn Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 14 ),

Dengan ..................... 3



DengEn pelsetujuan
DEWAIT PERWAXILAI{ RAKYAT DAERAH

KABUPATEI{ MAIALENGKA

IrIE?-IUTUSKA :

Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TEI{TAilG ORGAITISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAEMH DAI{ SEKRETARIAT DEWAH PERWAISLAN
RAKYAT DAERAH XABUPATET{ I'A'ALET{GKA

BAB I
KETENTUAN UIIIU}I

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom
yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah yang ada di Kabupaten
Majalengka ;

Bupati adalah Bupati Majalengka;

4. Pemerinbhan Daerah adalah penyeler€gEraan Pemerintah Daerah
Otonom ohh Petnerintah Daerah dan Dewan krwakilaa Rakfat
Daerah menurut azas Desenhlisasi;

5. Desentralisas! adalah penyerahan wewenang Pemerinbhan deh
Pem€rinbh kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

6. Tugas pembanuan adalah penugasan dari pemerintah kepada Daemh
dan Desa, dan dari Daerah ke Desa untuk rclakanakan h4as
tertentu yang diserbi pembiayaan, sarana dan pmsarana serb
sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya

dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan;

7. Otonomi .-..... -....-...-.. 4
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Otonomi Daerah adalah kewenan@n Daerah Otonom untur, +=1;=tur
oan mengurus KeDenungan ,nan aGKat seremDai ;Ttenurut oraF-alli
sendiri berdasarkan asDirasi masYarakat sesuai denqan Peraturan
Perundang-unoangan;

Daerah Otonom selaniutnva disebut Daerah adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas dmrah tertentu,
berwenano menqatur dan menqurus keoentinqan masvarakat

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat

dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan Pemerintahan yang

melpuu Droang-Droang Ketenraman, KeteruDan, polluK, Koorciinasi,
pengawasan dan urusan pemerinEhan lainnya yang tidak brmasuk
daiam tugas sesuatu insEnsi dan iiciak termasuk urusan rumah
tangga daerah;

Perangkat Daerah adalah otganisasi / lemba-qa pada Pemerinbh
Daerah yang irertanggungjawab kepada Kepaia Daerah daiam
penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah,
Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi

Pamong Praja sesuai dengan kebufuhan Daemh;

Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah
Daerah ;

Sekrehris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupabn Majalengka ;

Asisten Pemerintahan adalah Asisten Sekretaris Daerah yang
mengkoordinasikan bidang Tata Pemerintahan, Hukum, Organisasi
dan Hubungan Kemasfard katan ;

Asisten Pembangunan adalah Asisten Sekrebris Daerah yang

mengkoordinasikan bidang Perekonomian, Pengendalian Program,
lcsejahteraan Rakyat dan Ungkungan Hidup ;

Asisten Administrasi adalah Asisten Sekretaris Daerah yang

mengkoordinasikan bidang Kepegawaian, Umum, Perlengkapan dan
Keuangan;

16. Bagian ..............., 5
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Bagian adalah Baglan pada Sekretariat Daerah, dan Seketariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Majalengka ;

Sekretariat Dewan Perwakilan Ra@t Daerah selanjutnya disebut
Sekretariat Dewan Pendakilan Rakfat Daerah adalah unsur
pelayanan tefiadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Sekrehris Dewan Perwakilan F€kyat Daerah adahh SekreEris Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten MaFlengka;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Majalengka;

20. lababn Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil
dalam suatu sahfin organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahliiln dan abu keteramdlan tertentu serta
bersifat mandiri.

BAB IT

SEKf,ETANIAT DIERAH
Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Paragraf 1

Kedudukan
Pasal 2

(1) Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah
Daerah.

(2) Seketariat Daerah dipimpin oleh Sekrebris Daerah yarq berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Patqgtaf 2 ........................ 6
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?ara$af 2
TugEs Pokok

Pasal 3

(1) Sekretarht Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam
melaksanakan tugas penyebnggaraan pemerintahan, administrasi,
organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administatif
kepada seluruh Perangkat Daerah.

(2) Dalam nrenyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada

ayat (1) Sekrebriat Daerah mempun)rai fung$ :

a. Pengkoordinasian perumusankebijakan Pemerintah Daerah ;
b. Penyelenggaraanadministrasj.pemerjntahan;
c. Pengelolaan sumber dafa aparafur, keuangan, prasarana dan

sarana Pemerinbhan Daerah;
d. Pengkoordinasian unit-unitperdngkatdaerah;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan furgsinya.

BAB III
ORGANISASI

Eagian Pertama
Unsur Organisasi

Pasal 4

Un$r Organisasi Sekebriat Daerah terdiri atas :

Pimpinan adalah Sekretaris Daerah ;
Pembantu Pimpinan adalah Asisten ;
Pelaksana adalah Bagian dan Sub Bagian ;
labatan FurEsbnal.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

(i) Susunan Organisasi Seketariat Daerah terdiri atas :

a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Pemerlnbhan, tediri abs :

1. Bagian ..........-....- 7

a.
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d.
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1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan :

a. Sub Bagian Pemerinbhan Umum dan Daerah;
b. Sub Bagian Pemerinbhan Desa dan Kelurahan;
c. Sub Bagian Administrasi Pertanahan.

2. Baghn Hukum, rnembawahlGn :

a. Sub Bagian Perundang-urdangan;
b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia;
c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan.

3. Bagbn Organisasi. nembawahkan :

a. Sub Bagian Ketembagaan;
b. Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan

Aparatur Negara;
c. Sub Bagbn Anati$s Jabatan dan Formasi labatan.

4. Bagian Hubungan Kemasyarakatan. membawahkan:
a. Sub Bagian Peliputan Dokumentasi dan Publikasi;
b. Sub Bagian Bina Pers;
c. Sub Bagian Protokol.

c. Asisten Pembangunan, terdiri abs :

1. BagianPerekonombn.membarryahkan:
a, Sub Bagian tlina Sarana Perekonomian;
b. Sub Bagian Bina Produksi;
c, Sub Bagian Bina Lembaga Perekonomian.

2. Bagian Peng€ndalian Program, membawahkan:
a. Sub Bagian P€nyusunan Program;
b. Sub Bagian Pengendalhn;
c. Sub Bagian Pelaporan;

3. Bagian Kesejahteraan Rak)rat, membawahkan :

a. Sub Bagian Bina Pendidikan dan Kesehabn ;
b. Sub Bagian Bina KesejahEraan Sosial ;
c. Sub Bagian Bina Keagamaan

4. Bagian "....------------,-.. 8
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4. Baglan Lingkungan Hidup
a. Sub Bagian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan,

Sarana dan Prasarana;
b. Sub Bagian Pengendalian Pencemaran dan

lcrusakan Ungkungan;
c. Sub Bagian Pendaban dan Pemanfaatan Potensi

Sumber Daya Alam.

d. Asisten Mministrasi, terdiri atas :

1. BagianKepegawahn.membawahkan:
a. Sub Eagian Formasi, dan Kepangkatan Pegawai;
b. Sub Bagian PeflgembangEn Karier Pegawai;
c. Sub Eagian Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai.

2. Bagian Umum, membawahkan :

a. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
b. Sub Bagian Sekrctariat Pimpinan;
c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.

3. Bagian Perlengkapan, membawahkan :

a. Sub Bagian Analisis Kebutuhan dan Inventarisasi
Barang Daerah;

b. Sub Eagian PengBdaan dan Disbibusi;
c. Sub Bagian Pemeliharaan.

4. Bagian KeuangEn, membawahkan :

a. Sub Eagian Anggaran;
b. Sub Bagian Pembelanjaan;
c. Sub Bagian Pembukuan dan verifikasi.

(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagEimana
tercantum dalam lamfiran I Perafurdn Daerah ini,

Bagian Keuga ............... 9
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Bagian Ketiga
BidarE Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

SEKRETARIS DAERAH
Pasal 6

(1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok memimpin, membina.
mengarahkan, mengendalikan, dan mengkoordinasikan kegiatan
Sekrebiat Daerah yang mdiputi Asisten Pemerinbhan, Asisten
Pembangunan dan Asisten Administrasi;

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

a. Pengkoodinasian perumusan kebijakan Pemerinbh Daerah ;
b. knyelenggaraanadministrasi pemerinbhan;
c. Pengelolaan sumber daya aparafur, keuangan, pr:isarana dan

sarana Pemerintahan Daerah;
d. Pengkoodinasian Unit-unitPerangkatDaerah;
e. Pelaksanaan fugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengEn

tugas dan fungsinya.

(3) SekretarisDaerah,membawahkan:

a. AsistenPernerintahan;
b. AsistenPembangunan;
c. AsistenAdministrasi.

Paragraf 2
ASISTEN PEI{ERIT{TAHAT{

PasE,l 7

(1) Asisten Pemerintahan dipimpin oleh seorang Asisten Sekretaris
Daerah yang b€rada dibawah dan bertanggungjawab kepada
SekreEris Daerah. memBrnyai hJgBs poko& nEmbina dan
r€ngkoordina$kan kegiatan penyelengEaraan di bidang Tab
Pemerinbhan, Hukum, Organisasi dan Huburqan Kemaqyarakatan;

(2) Dalam .,.,.....,...... 10
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(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dlmaksud pada

ayat (1), Asi*en Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian dan pengkaiian bahan kebijakan umum di
bidang tata pemerintahan, hukum, organisasi dan hubungan
kemasyarakatan;

b. Penyelenggaraan pembinaan umum di bidang tata
pemerintahan, hukum, organisasi dan hubungan
kemasyarakatan;

c. Penyelenggaraan evaluasi di bidang tab pemerintahan, hukum,
organisasi dan hubungan kemasyarakatan.

(3) AsistenPemerintahan.membawahkan:
Bagian Tata Pemerintahan;
Bagian Hukum;
Bagian Organisasi;
Bagian Hubungan Kemasyarakatan.

Paragraf 3
Bagian Tata Pemerintahan

Pasal 8

Bagia$ Ta\3 Per$e$$taha$ dipir$pin deh sRsrang KeSa(a Bagia$ ya$g
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kkretaris Daerah
melalui Asisten Pemerintahan, mempunyai tugas pokok mengkaji dan
merumuskan bahan kebijakan umum dibidang pemerintahan umum
dan daerah, pemerinEhan desa dan kelurahan, dan administrasi
pertanahan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada
ayat (1), Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. Pengkaiian bahan kebijakan umum di bidang pemerintahan
umum dan daerah, p€merintahan desa dan keiurahan, dan
administrasi pertanahan;

b. Perumusan bahan l(ebuakan umum cli biclang pemerintahan
umum dan daerah, pemerintahan Cesa dan kelu,.ahan, Can
administrasi pertanahan;

c. Penyelenggaraan pelaporan di bidang pemerintahan umum dan
daerah. pemerintahan desa dan keiurahan, adminisfasi
perbnahan dan pelaksanaan penetiban tanah-tanah milik
Pemda,

(3) Bagian........-...... 11

a.
b.
c.
d.
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(2)
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(3) Bagian Tata Pemerinhhan, membawahkan :
a. Sub Bagian Pemerinbhan Umum dan Daerdh;
b. Sub Bagian Pemerinbhan Desa dan Kelurahan;
c. Sub Bagian Administrasi Pertanahan,

pasal g

(1) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Daerah dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Eagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bagian, mempunyai tugas pokok melaksanakan
penwsunan bahan kebr'jakan umum di bidang perErinbhan umum
dan daemh;

(2) Dalam menyelenggErakan tugBs pokok se@aimana tersebut pada
ayat (1), Sub Bagian kmerintahan Umum dan Daerah, rnempunyai
fungsi :

a. Penyusunan bahan kebil:akan umum penyelenggaraan
pemerintahan umum dan PenErintaha. Daerah ;

b. Penyusunan bahan kebiBkan umum pembinaan administrasi
dan penataan otonomi daerah. pembinaan administrasi
penataan daerah otonom;

c. Penyusunan bahan kebijakan umum pengembangan dan
evaluasi di bidang pefiierintahan umum, perErintahan daerah
dan otonomi daerah'

d. Penyusunan bahari fasiliasi penyelengEaraan pembinaan
administrasi aparatur kecamabn ;

e. Penyusunan bahan kebijakan penegasan babs daerah;
f. Penyusunan bahan kebijakan umum di bidang penataan dan

pengembangan kecamatan.

Pasal 10

(1) Sub Eagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Eagian yang berada dibawah dan bertanggungFwab
kepada Kepala Bagian, mempunyai Ulgas pokok melaksanakan
penyusunan bahan k€Ujakan umum di bidarE pemerinbhan desa
dan kelurahan;

(2) Dalam ,-.--,.--.,... 12
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(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada

ayat (1), Sub Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan rnempunyai
fungsi :

a. Penyusunan bahan kebijakan umum pembinaan administrasi
pemerintahan desa dan kelurahan;

b. Penyusunan bahan fasilitasi dan bahan koordinasi pelakanaan
pembinaan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan,
bahan fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana
pemerinbhan desa dan kelurahan;

c. Penyusunan bahan @oman dan petuniuk teknis
penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;

d. Penyusunan bahan kebijakan umum pembentukan,
penghapusan dan penggabungan kelurahan;

e. Penyusunan bahan kebijakan umum pembinaan administrasi
kekayaan desa dan pengembangan kelembagaan desa;

f. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan bahan fasilitasi
pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian
kuwu, pengangkatan dan pemberhentian pamong desa;

g. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan bahan fasilitasi
pelaksanaan p€milihan anggota Badan Perwaklan Desa (BPD);

h. Penyusunan bahan kebijakan umum peningkatan dan
pengembangan SDM aparatur pemerintah desa dan kelurahan;

i. Penyusunan bahan kebuakan umum dan bahan fasilitasi
pelaksanaan pendataan, penganaiisaan dan pembinaan

monografi desa.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Mministrasi Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Bagian, mempunyai tugas pokok melakanakan penyusunan
bahan kebijakan umum di bidang admtnistrasi pertanahan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada

ayat (1), Sub Bagian Adminiskasi Pertanahan, mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan
pembangunan;

b. Penyelesaian .............. 13
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b. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah
untuk pembangunan;

c. Penetapan dan penyelesaian tanah ulayau
d. Penyusunan bahan kebijakan dan bahan fasilitasi perubahan

sbtus dan fungsi tanah kas desa dan atau bnah yang meniadi
asset pemerintah daerah.

e. Pelaksanaan Penertiban tanah-tanah milik Pemda.

Paragraf 4
Bagian Hukum

Pasal 12

(1) Bagian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang b€rada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui

Asisten Pemerintahan, rnernpunyai tugas pokok nnengkaji dan
merumuskan bahan kebijakan umum di bidang perundang-undangan,

bantuan hukum dan hak azasi manusia, dokumentasi hukum dan
perpustakaan .

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada

ayat (1). Bagian Hukum mempunyai fungsi :

a. Pengkajian bahan kebuakan umum di bidang perundang-

undangan, bantuan hukum dan hak azasi manusia,
dokumentasi hukum dan perpustakaan;

b. Perumusan bahan kebiiakan umum di bidang perundang-

undangan, bantuan hukum dan hak azasi manusia,
dokumentasi hukum dan bantuan hukum ;

c. Penyelenggaraan pelaporan di bidang perundang-undangan,

bantuan hukum dan hak azasi manusia, dokumentasi hukum
dan perpusbkaan.

(3) Bagian Hukum, membawahkan:
a. sub Bagian Peruncjang-unclangan ;

b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;
c. Sub Bagiarr Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan.

Pasal 13 .....-............. 14
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(2)

Pasal 13

Sub Bagian Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bagian, mempunyai tEas pokok melaksanakan penyusunan bahan
kebuakan umum di Mang perundang-undangan;

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada
ayat (1), Sub Bagian Perundangi{.rndangan mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian, perumusan dan penpsunan bahan
ftrncangan peEfuftm daerah yar€ meliputi rancangan
peratran daerah, keputusan bupati dan ploduk hukum
lainnya;

b. Penelaahan dan pengevaluasian pelaksanaan produk hukum

)arE berhubungan deryan tr8Bs-trgas Pem€rintah Daerah;
c. Perumusan, penelaahan dan pengevaluasian perjanjian anbra

Pemerintah Daerah dengan pihak lain.

Pasal 14

(1) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM dipimpin oleh seorang lGpala
Sub Bagian yang bemda dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Bagian, mempx.tnyai UJgEs pokok mehksanakan penyuernan
bahan kebijakan umum di bidang bantuan hukum dan perlindungan
hak asasi manusia.

(2) Dalam menyelenggarakan hgas pd<ok se@raimana tersebut pada
ayat (1), Sub Bagian Banhran Hukum dan HAM mempunyai fungsi :

a. Penyusunan bahan kebijakan umum, banhJan hukum dan hak
asasi manusia;

b. Penyusunan bahan penyelenggaraan bantuan hukum,
penyelesaian sengketa hukum dan perlindungan hak asasi
manusia;

c. Penyusunan bahan koordinasi bantuan hukum penyelesitian
sengkeb hukum dan perlindungan hak asasi manusia;

d. Penyusunan dan pelaksarman keghbn-kegiaEn 1rdn{l
berhubungan dengan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 15 .........-... 15
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Pasal 15

Sub Bagian Dokumenbsi Hukum dan Perpusbkaan dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian fang berada dibawah dan
bertanggurgjawab kepada lGpah Bagian, mempunyai tigas pokok
melaksanakan penyusunan bahan dokumentasi hukum dan
pengelolaan perpusbkaan Setda;

Dalam menyelenggarakan tugEs pokok sebagairnana tersebut Fda
ayat (1), Sub Bagian Dokur efltasi Hukum dan Pertr$takaan
mempunyai fungs :

a. Penyusunan bahan dokumentasi dan publikasi produk hukum;
b. Penpsunan bahan koordinasi perundang-undangan dan

penerbitan lembaran daerah ;
c. Penyusunan bahan penyebaran dokumenbsi hukum ;
d. Pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum (SJDI);
e. Pengelolaan dan pelayanan perpuslakaan dilingkungan

Sekretariat Daerah-

Paragraf 5
Bagian Organisasi

Pasal 16

(1) Bagian Organisasi dipimpin oleh seorang lGpala Bagian yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui
Asisten Pemerinbhan, mempunyai tugas pokok mengkaii dan
merumuskan bahan kebijakan umum di bidang kelembagaan,
kebtalaksanaan dan pendayagunaan aparat,r regara serb analisis
jabatan dan formasi jababn.

(2) Dalam menyelenggaralcn hrgEs pokok se@aimana tersebut pada
ayat (1), Bagian Organisasi mempunfdi fungsi :

a. Pengkajian bahan kebijakan umum di bidang di bllang
kelembagaan. ketatalaksanaan dan pendayagunaan apafttur
negara, serta analisis jabatan dan formasi jababn;

b, Perumusan ..,...-...--..... 15
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b. Perumusan bahan kebijakan umum di bidang kelembagaan.
kebtalaksanaan dan pendayagunaan aparatur negara, serta
analisis jababn dan formasi iabatan;

c. Penyehnggaraan pelaporan di bidang kelembagaan,
k€tatalaksanaan dan pendayagunaan aparatur negard, serta
analisis jabatan dan formasi jabaan.

(3) Bagian Organisasi, membawahkan :

a. Sub Bagian Kelembagaan;
b. Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Apamtur

NegEra;
c. Sub Bagian Analisis labatan dan Formasi Jabatan.

Pasal 17

(1) Sub Bagian Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang berada dibawah dan ber6nggungjawab kepada Kepala Bagian,

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan analisis di
bidang kelembagaan;

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada

ayat (1), Sub Bagian Kelembagaan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan bahan kebijakan umum, @oman dan pefunjuk
teknis pembinaan dan penaaan kelembagBan dilingkungan
pemerintahan Daerah;

b. Pengumpulan data dan pengolahan data kelembagaan;
c. Penyiapan bahan pembinaan, pengembangEn dan

penyempumaan kelembagaan;
d. Penyusunan bahan pembinaan kelembag,aan;
e. Penyiapan bahan pra En@ngan peraturan perundang-

undangan mengenai pembentJkan, penghapusan,
perampingan dan pengembangBn kel€mbagaan;

f. Penelaahan dan pengevaluasian produk hukum yang

berhubungan dengan tugas-tugas kelembagaan.

Pasal l8 .................. u



Pasal 18

(1) Sub Bagian Kebblakanaan dan Pendayagunaan Aparatur Negara

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Eagian yang berada dibawah dan

bertanggurEjawab kepada lcpala Bagian, mempunyai tEEs pokok

melaksanakan penyusunan bahan ketliBkan umum di bllang
ketatalaksanaan perangkat daerah;

(2) Dalam menyelenggarakan hjgEs pokok se@raimana tersebut pada

ayat (1), Sub Bagian Ketablaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur
Negara. mempunyai fungsi :

a. Penyusunan bahan penelaahan, penyempumaan pedoman dan
peUrnjuk teknis pembinaan dan pengembangan sistem,
prosdur, metode dan tata kerja peranglGt daerah serta
pendayagunaan aparatur negara dilingkungan pemerinbh
daerah ;

b. Penyiapan dan penyusunan bahan perqembangan dan
pembakuan sistem, prosedur, metode dan tab kerja dalam
rangka peningkatan daya guna dan hasil guna perangkat

daerah;
c. Penyiapan dan penyustnan bahan pembinaan tata naskah

dinas di lingkungan Per€rinbh Kabupaten;
d. Penyelenggaraan ketatausahaan pada Bagian Oganisasi;
e. Pemanbuan dan perqevaluasian pelayanan publik;

f, Penelaahan dan pengeraluasian produk hukum yang

b€rtubungBn deng6n tugas-tugos ketablaksanaan.

Pasal 19

(1) Sub Bagian Analisis labatan dan Formasi lababn dipimpin oleh
seorang l(epala Sub Eagian yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian, mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyusunan bahan dan kegiatan analisis jabatan dan
formasi jabatan;

(Z) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada

ayat (1), Sub Bagian Analisis Jabatan dan Formasi Jabatan
mempunyai fungsi :

a. Penyiapan ..,............... 18
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Penyiapan bahan penyusunan pefunjuk teknis analisis jababn
dan formasi jabatan ;
Pelaksanaan analisis jababn dan penyusunan formasi jabatan;
Pengkajian hasil analisis jabatan;
Penyusunan laporan ha$l analisis jababn dan formasi jabatan;
Penwsunan bahan pergembangan jabatan fungsional;
Penelaahan dan penge\raluasian prcduk hukum yang
berhubungan dengan tugas-tugas analisis jababn dan formasi
jabatan.

Paragraf 6
Bagian Hubungan Kemasyarakatan

Pasal 20

(1) Bagian Hubungan Kemaqyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala
Bagian yang berada dibawah dan bertanggungj'awab kepada Seketaris
Daerah melalui Asisten Pemerintahan, mempunyai trgBs pokok
mengkaji dan merumuskan kebijakan umum di bidang pelipubn,
dokumenbsi dan publikasi, bina pers dan protokol;

(2) Dalam menyelengigarakan tugas pokok se@aimana tersebut pada
ayat (1), Bagian Hubungan Kemasyarakatan memBrnyai fungsi :

a. Pengkajian bahan kebijakan umum di bidang kehumasan yang
meliputi peliputan dokumenbsi dan publikasi, pembinaan pers
dan keprotokolan;

b. Perumusafl bahan kebil'akan umum di bidarg kehumasan yang
meliputi peliputan. dokumentasi dan publilosi .Fmbinaan pers
serta keprotokolan;

c. Penyelenggaraan pehporan di kehumasan yang meliputi
pelipubn, dokumentasidan publikasi,pembinaan persserta
keprotokolan.

(3) Bagian Hubungan Kemasyarakatan, membawahkan :

a. Sub Eagian Peliputan, Dokumenhsi dan Publikasi ;
b. Sub Eagian Bina Pers;
c. Sub Baghn Protokol.

a.

b.
c.
d.
e.
f.

Pasal 21 .......,......-.,. 19



Pasal 21

(1) Sub Bagian Peliputan, Dokumenbsi dan tublikasi dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian yanS berada dibawah dan
berbnggungjawab kepada Kepala Baghn, mempunyai tugns pokok
melaksanakan kegiatan peliputan, dokumentasi dan puHika$
kegiatan Pemerintah Daerah.

(2) Dalam menyelenggBrakan tlgas pokok sebagEimana tersebut pada
ayat (1), Sub Bagian Peliputan, Dokurnenbsi dan Publikasa

mempunyai fungsi :

a. Pelaksanakan perekaman kegiatan Pemerintah Daerdh;
b. Pelaksanakan dokumentasi keghtan Pemerinbh Daenh;
c. Pelaksanakan pengumpulan dan analisis informasi untuk bahan

kebijakan Pemerintah Daerah;
d. Pelaksanakan publikasi kegiahn dan kebijakan Pemerintah

Daerah.

PasE,l Zz

(1) Sub Bagian Bina Pers dipimpin oleh seorang Kepah Sub Bagian yang
berada dibawah dan bertang8ungjawab ke@a Kepala Bagian,
mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pembinaan
hubungan antara Pemerintah Daerah dengan pers.

(2) Dalam menyelenggarakan tugEs pokok se@aimana tersebut pada
ayat (1), Sub Bagian Bina Pers mempunyai fungsi :

a, Pelaksanalon kegiabn pelayanan pers;
b. Pelaksanakan pembinaan hubungan antara Pemerintah Daerah

dengEn warbwan dan organisasi pers.

Pasal 23

(1) Sub Bagian Protokol dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada dibawah dan berhnggurEDawab kepada Kepala Bagian,
mempunyai tugas pokok melaksanakan teknis keprotokolan kegiatan
Pemerinbh Daerah.

(2) Dalam ............... 20



(2)

2t,

Dalam menyelenggakikan tugas pokok sebagBimana tersebut pada
ayat (1), Sub Bagian Protokol mempunyai furBsi :

a. Penyusunan pedoman teknis kegbbn keprotokolan Pemerinbh
Daerah;

b. Penyusunan rencana kegiatan kepmtokolan Pemerinbh Daerah;
c. Pehksanakan penyiapBn kelengkapan kegiahn keprobkolan

Pemerintah Daerah;
d. Pelaksanakan teknis kegiahn keprotokolan Pemerinah Daerah;
e. Penataan jadwal rencana acara @iabn pimpinan.

Paragraf 6
ASISTEN PEMBAI{GUI{AN

Pa*l 24

Asisten Pembangunan dipimpin oleh seorang Asisten Sekrebris
Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Sekrebris Daerah, rnempunfdi fugas pokok membina dan
mengkoordinasikan kegiabfl pen)€lenggaraan di bidang
perekonomian. pengendalian program dan kesejahteraan rakyat serh
lingkungan hidup.

Dahm menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada
a}rat (1), Asisten Pembangunan mempunfai fungsi :

a. Pengkoordinasian, pengkajian bahan kebijakan umum di
bidang perekonomian. pengendalian program, kesejahteraan
mkyat serta lingkungan hidup;

b. Penyelenggaraan pemtxnaan umum di bidang perekonomian,
pengendalian progran, keseiahteraan rakyat dan lingkungan
hidup;

c. Penyelenggaraan evaluasi di bidang perekonomian,
pengiendalian progGm , keseiahbraan rakfat serb lingkungan
hidup.;

Asisten Pembangunan, membawahkan:
Bagian Perekonomian;
Bagian Pengendalian Program;
Bagian Kesejahteraan Rakyat;
Bagian Ungkungan Hidup.

(1)

(2)

(3)
a.
b.
c.
d.

Paragraf 7 ........ -. -...... 2!
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Paragraf 7
Bagian Perckonomian

Pasal 25

(1) Bagian Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang

berada dibawah dan berbrEgurEiawab kepada Sekrehris Daerdh
melalui Asisten Pembangunan, mempunyai tugas pokok mengkaji dan
merumuskan bahan kebijakan umum di bklang bina sarana
perekonomian. bina produksi dan bina lembaga perekonomian.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada

ayat (1), Bagian Perekonomian mempunyai fungsi :

a. Pengkajian bahan kebijakan umum di bidang bina sarana
perekonomian, bina produksi, dan bina lembaga perekonomian;

b. Perumusan bahan kebijakan umum di bidang bina sarana
perekonomian, bina produki dan bina lembaga perekonomian;

c. Penyelenggaraan pelaporan di biclarE bina sarana perekonomian,
bina produksi dan bina lembaga perckoniman.

(3) BagianPerekonomian,membawahkan:
a. Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian;
b. Sub Bagian Bina Prcduksi;
c. Sub Bagian Bina Lembaga Perekonomian.

Pasal 26

(1) Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Bagian. mempunyai Ugas pokok melaksanakan penyusunan
bahan kebijakan umum di bidang bina sarana perekonomian.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok ebagaimana ters€but pada
ayat (1), Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan pengolahan dab dalam rangka penyusunan
bahan kebijakan umum pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan di bidang industri, perdagangan. transportasi,
perta mbangan, energi dan kepariwisaban;

b. Penyusunan - -.......-.---.-... 22
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Penyusunan telaahan dan analisa bahan kebijakan umum
pelaksanaan pemanbuan dan peng€ndalian dministrasi di
bidang industri, pedagangan, transporEsi, pertambangan,
energi dan kepariwisaban;
Penyusunan bahan koodinasi kegiatan administrasi di bidang
industri, perdagangan, transportasi, perbmbangan, energi dan
kepariwisataan;
Penyusunan laporan kegiatan dan evaluasi di bidang industri,
perdagangan, transportasi, pertambangan, energi dan
kepariwisataan;

Paszll 27

(1) Sub Bagian Bina fiodu*Si dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

fang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian,
mempunyai tugas pokok melaksanakan penwsunan bahan kebijakan
umum, di bldang bina produksi.

{2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada
ayat (1), Sub Bagian Bina Produki mempunlEi fungsi :

a. Pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan kebijakan
umum di bidarg pertanian, perikanan, petemakan,
perkebunan, kehubnan dan sumber daya air;

b, Penyusunan telaahan dan analisa bahan keuBkan umum
pemanhuan dan pengendalian administrasi di bidang
pertanian, perikanan, petemakan, perkebunan, kehubnan dan
sumber daya air;

c. Penyusunan bahan koordinasi kegiahn administrasi di bidang
pertanian, perikanan. petemakan, perkebunan, kehubnan dan
sumber daya air;

d. Penyusunan tanordn kegiatan dan elraluasi kegntan dt bidarg
pertanian, perikanan, petemakan, perftebunan, kehubnan dan
sumber daya air.

Pasal 28 ..... -.. -............. 73



Pasal 28

(1) Sub Bagian Bina Lembaga Perekonomian dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungiawab
kepada Kepala Bagian, mempunlrai tugEs pokok melaksanakan
p€nyusunan bahan kebijakan umum di bidang Bina Lembaga
Perekonomian;

{2) Dahm menyelenggarakan tugas pokok se@Eimana tersebut pada
ayat (1), Sub Bagian Bina Lembag Perekonomian mempunyai
fungsi :

a. Pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan kebijakan
umrm' di- bidang leruehaan daerah; perbankan; lopera$;
perusahaan swasta. penanaman modal dan lembaga
perekonomian lainnya;

b. Penyusunan telaahan dan analisa bahan kebijakan umum

Frlantauan dan pengendalbn administrasi di bidang
perusaihaan daefth, perbaflkan, koperasi, perusahaan swasb,
penanaman modal dan lembagB per€konomian lainnya;

c. Penyusunan bahan koordinasi kegiatan administrasi di bidang
perusahaan daerah, perbankan, koperasi, perusahaan siwash,
penanaman modal dan lembaga perekonomian lainnya;

d. Penyusunan bahan kebijakan umum, pdoman dan petunjuk
teknls pembinaan di bidang lembagB perekonomian lainnya;

e. Penyusunan laporan kegiatan dan a/aluasi kegiatan di bidang
perusaihaan daerah, perbankan, koperasi, perusahaan swasta,
penanaman modal dan lembaga perekonomian lainnya;

f. Penyelenggaraan ketatausahaan pada Bagian Perckonomian.

Paragraf I
Bagian Pengendalian Program

Pasal 29

(1) Bagian Pengendalian Program dipimpin oleh seordng Kepala Bagian
yang berada dibawah dan bertanggunqiawab kepada Sekrebris
Daerah melalui Asisten Pembangunan, mempunyai tugas pokok
mengkaji dan nerumuskan bahan kebijakan umum di bidang
penyusunan program, pengendalian dan pelaporan.

(2) Dalam ................. 24
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(2) Dalam rnenyelenggarakan tugas pokok sebagaimana Ersebut pada

ayat (1), Baghn Pengerdalian ProgGm, mempunyai fungsi :

a. Pengkajian bahan kebijakanumum di bidang penyusunan

Program pengendalian pelaporan;
b. perumusan bahan kebuakan umum di bidang penyususnan

progclm , pengendalian dan pelaporan;

c. Penyelenggaraan pelaporan di bidang program pembangunan.

(3) Bagian Pengendalian Program, membawahlGn :

a. Sub Bagian Penwsunan Prwram;
b. Sub Bagian Pengendalian;
c. Sub Bagian Pelaporan.

Pasal 30

(1) Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

Bagian, mempunyai tugas pokok melaksamkan penyusunan bahan
kebijakan umum di bidang penyusunan progGm.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok seba€Eimana tersebut pada

ayat (1), Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan. pengolahan dan penyusunan bahan koordinasi
program pembar€unan daerah;

b. Penyusunan bahan kebiBkan dan petunjuk teknis pembinaan
administrasi pelaksanaan program pembangunan;

c, Penyusunan hhan laporan dalam pelaksanaan bantuan
pembangunan daerah.

Pasal 31

(1) Sub Bagian Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang berada dibawah dan berbnggungjawab ke@a Kepala Bagian.
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan
umum di bidang pengendalhn.

(2) Dahm --.-......-.-......8



25

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagEimana Grsebut pada
ayat (1), Sub Bagian Pengerdalian mempunyai tungsi :

a. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan
bahan kebiiakan dan pedoman petunjuk teknis pelaksanaan
pembinaan pengendalian administrasi pembangunan;

b. Analisa dan telaahan permasalahan yang berkaibn dengan
administrasi pelaksanaan progGm pembangunan;

c. Pemberian layanan data administEsi pelaksanaan program
pembangunan.

Pasal 32

(1) Sub Bagian klaporan dipimpin oleh seorang lGpala Sub Bagian yang
berada dibawah dan berbnggungjawab kepada Kepah @ian,
mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan penyusunan
bahan kebijakan umum di bidang pelaporan.

(7) Dahm menyelenggarakan hEEs pokok s€bagaimana tersebut pada
ayat (1), Sub Bagian Pelapordn mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan pengolahan data laporan kegiatan
pelaksanan program pembangunan daerah;

b. Penyiapan bahan koordinasi, analisa, dan evaluasi penyusunan
laporan pelaksanaan poyek pembangunan dari perangkat
daerah ;

c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan program
pembangunan daerah.

Paragraf 9
Bagian KeiahEman f{akyat

Pasal 33

(1) Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Eagian
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris
Daerah melalui Asisten Pembangunan, mempunyai fugas pokok
rEngkaji dan merumuskan bahan kebijakan umum di bidarg
keseiahteraan rakyat.

(2) D3lam ...,........... 26
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(2) Dalam menyelenggBrakan tugBs pokok sebagaimana tersebut pada
ayat (f), @ian Keseiahteraan Rakyat m€mpunlai fungsi :

a. Pengkajian dan perumusan bahan kebijakan umum dan
pedoman petunjuk teknis bidang pendidikan dan kesehahn,
ksejahteraan sosial serta keagamaan;

b. Pengkajian dan perumusan bahan koordinasi, pembinaan dan
pengendalian administrasi bidang pendidikan dan kesehatan,
kesejahteraan sosial serb keagamaan;

c. Pelaksanaan fasilibsi peflfaluran banh.En sarana prasar:tna
bidang keagamaan.

(3) Bagian Kesej'ahterdan Rakyat. membawahkan :

a. Sub Eagian Bina Pendidikan dan Kesehatan;
b. Sub Bagian Bina Kesejahteraan Sosial;
c. Sub Bagian Bina Keagamaan.

Pasal 34

(1) Sub Bagian Bina Pendidikan dan Kesehatan dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan berbnggungjawab
kepada Kepala Bagian, mempunfai fugas pokok melaksanakan
penyusunan bahan kebijakan umum di bidang pendidikan dan
kesehabn.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada
ayat (1). Sub Bagian Bina Pendidikan dan Kesehatan mempunyai
fungsi :

a. Pengumpulan, pengohhan dan penyusunan bahan kebijakan
umum bidang pendidikan, olah raga, kesehatan dan keluarga
berencana;

b. Penyusunan @oman dan petunjuk teknis bahan koordinasi,
pembinaan dan pengendalian administrasi bidang perdidikan,
olah raga, kesehatan dan keluarga berencana.

Pas;,l 35 ..................... 27



(1)

(2)

(1)

{2)

Pasal 35

Sub Bagian Bina Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang hrada dibawah dan bertanggungFwab kepada
Kepala Bagian, mempunyai fugas pokok melaksanakan penyusunan

bahan ket*jakan umum di bdang kesej.ihteraan sosial.

Dalam menyelenggBrakan tugas pokok sebagaimana Grsebut pada
ayat (1), Sub Bagian Bina Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan, pelgohhan dan p€nyusunan bahan kebiiakan
umum bidang pemberdayaan percmpuan dan pemuda,
masalah sosial, bencana serta ketenagakerjaan;

b. Penyusunan @oman dan petunjuk teknis bahan koordinasi,
pembinaan dan pengendalian administ?si bidang
pemberdayaan perempmn dan pemuda, masahh sosial,
bencana serta ketenagakerjaan.

Pasal 36

Sub Bagian Bina Keagamaan dipimpin oleh seorang Kepah Sub
Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Baghn. mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan
kebijakan umum di bidang keagnmaan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada
ayat (1), Sub Bagian Bina Keagamaan mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan, perEolahan dan penyusunan bahan kebijakan
umum bidang kegiatan keagamaan, lembaga keagamaan,
kerukunan hidup umat beragama dan pengEnut kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

b. Haksanaan penyusunan pedoman dan petuniuk teknis bahan
koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang kegiatan
keagamaan, lembaga keagamaan, kerukunan hidup umat
beragama dan penganut kepercayaan tefiadap Tuhan Yang
Maha Esa;

c. Pelaksanaan fasilibsi penyaluran banfuan saGma Hasarana
bidang kegiatan keagamaan, lembaga keagamaan, kerukunan
hidup umat beragama dan perganut kepercayaan terhadap
Tutlan Yang Maha Esa.

lhragraf 10 ............ 28
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oni". .tiu#?f,Ltl, r,a,p
Pasal 37

(1) f€pala Bagian Ungkungan Hidup mempunyai hlgas pokok mengkaji
dan merumuskan bahan kebijakan umum di bidang AMDAL, sarana
dan prasarana, pengendalian pencemaGn dan kerusakan lingkungan,
pendataan dan pemanfratan potensi sumber daya alam.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimarE tersebut pada

ayat (1) Kepala Bagian mempunyai fungsi :

a Pengkajian bahan kebiiakan umum di bidang di bidang AMDAL,
sarana dan pEsarana, peng€ndalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan, pendataan dan pemanfaatan potensi
sumber daya alam;

b Perumusan bahan kebijakan umum di bidang AMDAL. sarana
dan prasarana, pengendalian pencemaran dan kerusakan
lingkungan, pendaban dan pen'lanfaabn pobnsi sumber daya
alam;

c Penyelenggaraan pelaporan di bidang AMDAL, sarana dan
prasarana, pengendalian pencemardn dan kerusakan
lingkunqon, pendahan dan pemanfaabn potens! sumber daya
alam.

Pasal 38

Sub Baghn AMDAL, sarana dan prasarana dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggurq jawab
kepada Kepala Bagian mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyusunan bahan kebijakan umum di bidang AMDAL, sarana dan
p€sarana,

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada
ayat (1). Seksi AMDAL, sarana dan pEsarana mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pengkajian, pembinaan Dampak Lingkungan,
Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL) dan upaya Pengelolaan
Lingkungan (U(L), Upaya Pemantauan Ungkungan (UPL);

(1)

(2)

b, Pelaksanaan ...-.-.,---....--- 29
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b. Haksanaan dan menyusun bahan pembinaan, fasilitas dan
pengembangan teknologi lingkurqan, sarana dan prasilrana ;

c, Pelaksanaan koordinasi, pembinaan penataan hukum dan
fasilitasi sengketa lingkungan ;

d. Pehksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kemitraan
lingkungan.

Sub Baglan Pengendalian PencemaGn dan Kerusakan Lingkungan
Pasal 39

(1) Sub Bagian Pengendatian Pencemaran dan Kerusakan LingkungBn di
pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
berbnggung jawab kepada Kepala Bagian mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan bahan keb0akan umum di bidang
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

(2) Sub Bagian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
mempunyai fungsi :

a, Mehksanakan koordinasi, pembinaan, pemanbuan dan
fasilitasi pengendalian pencemaran air dan kerusakan lahan
hubn dan taE air;

b. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pemantauan dan
fasilitasi pengendalian pencemaran udara;

c. MehksanalGn koodinasi, pembirean, pemanbuan dan
fasilibsi pengendalian p€ncemaran limbah 83;

d. Melaksanakan koordinasi dan fasilibsi laboratorium lingkungan;
e. Melaksanakan koordinasi, pembinaan / pemanhuan Can

fa$libsi program perqendalian kerusakan keanekaGgaman
hayati. kerusakan danau, rawa dan Daerah Aliran Sungai
(DAs).

Sub Bagian Pendaban dan Pernanfabn Potensi Sumber Daya Alam
Pasal :l0

(1) Sub Bagian Pendataan dan Pemanfaabn Pobnsi Sumber Daya Alam
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggurE Fwab kepada Kepah BagEn yang mempunyai tugas
pokok melaksanakan penyusunan bahan ket{jakan umum dibidang
pendataan dan pemanfaabn potensi sumber daya alam.

(2) Sub ........ 30
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(2) Sub Bagian Pendataan dan Pemanfaatan PoErlsi Sumber Daya Alam
mempunyai fungsi :

Pelaksanaan koordinasi, pendataan/ identifikasi pencemariln
llngkungan;
a. Pelaksanaan Koordinasi, pendaban/ klentifikasi kerusakan

lir€kungan;
b. Pelaksanaan koordinasi, pendataan/ identifikasi poEnsi sumber

daya alam;
c. Pehksanaan penelitian, pengkajian, pemanfaatan potensi

sumber daya alam;
d. Pemberianrekomendasiperijinan.

Paragraf 11
ASISTETT AD}III{ISTRASI

Pasal 41

(1) AsisEn Mministrasi dipimpin oleh seorang Asisten Sekrebris Daerah
yang berada dibawah dan berEnggungl:awab kepada Sekretaris
Daerah, mempunyai tugas pokok membina dan mengkoodinasikan
kegiatan penyelenggaraan di bidang kepegawaian, umum.
perlengkapan dan keuangan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugBs pokok se@aimana tersebut pada
ayat (1), Asisten Administrasi mempunyai fungsi :

a" Pengkmrdinasian, peq,kajian bahan kebiiakan umum di
bidang kepegawaian, umum , perlengkapan dan keuangan;

b. Penyelenggaraan pembinaan umum di bidang kepegawaian,
umum . perlengkapan dan keuangan;

c. Penyelenggaraan evaluasi di bidarts kepegEwaian, umum
perlengkapan dan keuangan.

(3) AsistenAdministrasi. membawahkan:
a. Bagian Kepegawaian;
b. Bagian Umum;
c. BagianPerleflgkapan;
d. Bagian Keuangan.

Paragraf 12 .,.......-... 31
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(1)

(2)

Paragnf t2
Bag,an Kepegawaian

Pasr,l 42

Bagian lcpegawaian dipimpin oleh seorang lGpala Bagian )rang
berada dibawah dan bertarEgurgjawab kepada Sekrebris Daerah
melalui Asisten Administrasi, mempunyai tugas pokok mengkaji dan
merumuskan bahan kebil'akan umum di bidang formasi dan
kepangkabn pegawai, pengembangan karier pegawai, serta pensiun
pegawai dan keseja hteraan pegBwai.

Dalam menyelenggarakan higas pokok sebagaimana ters€but pada
ayat (1), Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Pengkajian bahan kebijakan umum d! bidang formasi dan
kepangkatan pegawai, perqpmbangan karier pegawai, serta
pensiun pegawai dan kesejahGraan pegawai;

b. Perumusan bahan kebijakan umum di bdang formasi dan
kepangkabn pegawai, pengembangan karier pegEwai, serta
pensiun pegawai dan kesejahbraan pegBwai;

c. Penyelenggaraan pelapomn di bidang formasi dan kepangkatan
pegawai, pengembangan karier pegawai, serb pensiun
pegawai dan kesejahteraan pegEwai.

Bagian Kepegawaian. membawahkan :

a. Sub @ian Formasi dan KepangkaEn Pegaurai;

b. Sub Bagian Pengembangan Karier Pegawai;
c. Sub Bagian Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai.

Pasal 43

(1) Sub Bagian Formasi dan Kepangkatan Pegawai dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bagian, mempunyai ujgas pokok nelaksanakan
penyusunan bahan kebijakan umum dan teknis di bidang formasi dan
kepangkatan pegawai.

(3)

(2) Dahm ................ 32
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(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagBimana tersebut pada
ayat (1), Sub Bagian Formasi dan Kepangkatan Pegawai mempunyai
fungsi :

a. Pengumpulan dan pengolahan data formasi pegawai dan
kepangkatan pegawai ;

b. Penwsunan bahan Kebijakan umum dan teknis pelaksanaan
penyusunan formasi pegawai baru ( @awai Tebp dan :l'idak

Tetap );
c. Penyusunan teknis pengangkabn pegawai;
d. Penyusunan bahan kebijakan umum dan bknis penyusunan

kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala;
e. Penyusunan dan pengolahan data administrasi kepegawaian.

PasE,l 44

(1) Sub Bagian Pengembangan Karier Pegawai dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan berhnggungjawab
kepada l(epala Bagian, mempunyai tugas pokok mel,aksanakan
penyusunan bahan kebijakan umum dan teknis di bidang
pengembangan karier pegawai dan pembinaan disiplin pegawai.

(2) Dahm menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana ter-but pada
ayat (1), Sub Bagian Pengembangan Karier Pegawai mempunfdi
fungsi :

a. Pengumpulan dan pengolahan data pengembangan karier
pegawai dan displin pegBwai;

b. Penyusunafl bahan kebijakan umum dan teknis pengangkatan
dalam jabatan, mubsi jabaEn dan promosi jababn struktural,
fungsional dan pelaksana;

c. Penyusunan bahan kebijakan umum dan teknis pengembangan
lGrier pegBwai;

d. Penyusunan penyelenggaraan ujian dinas dan ujian
penyesuaian kenaikan pangkat;

e. Penyusunan bahan kebijakan umum dan teknis
penyehnggaraan pembnaan disidin pegawai.

Pasal 45 .................. 33



Pasal 45

(1) Sub Bagian Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan
bertangEungjawab kepa& Kepala Bagian, mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan teknis di
bidang penyelenggaraan pensiun dan kesejahteraan pegawai.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana brcebut pada
ayat (1), Sub Bagian Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai m€mpunyai
fungsi :

a. Pengumpuhn dan pengolahan dab penyelenggaraan p€nsiun
pegawai ;

b. Penyusunan bahan kebijakan
penyelenggaraan pensiun pegawai;

c. Pengumpulan dan pengohhan
keseiahteraan pegawai ;

d, Penyusunan bahan kebijakan umum dan teknis
penyelenggaraan kesejahteraan pegawai.

Paragraf 13

@ianUmum
Pasal z16

(1) Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada
dibawah dan bertarggungjawab kepada Sekrebris Daerah melalui
Asisten Administrasi, mempunya! tugas pokok mengkaji dan
merumuskan kebijakan umum di bldang tata usaha dan urusan
rumah tangga. keselaetariatan pimpinan seda pengdolaan sandi dan
telekomunikasi-

{2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana teEebut pada
ayat (1), Bagian Umum mempunyai fungsi ;

a. Pengkajian bahan kebuakan umum di bidang kebhusahaan,
rumah brEgB, kesekretariabn pimpinan serb sandi dan
telekomunikasi ;

umum dan teknis

dab penyelenggaraan

b- Perumusan -------..-.-,-- 34
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b. Perumusan dan penyusunan bahan kebijakan penyelenggaraan

ketabusahaan, rumah bngga, kesekebriatan pimpinan serta

sandi dan telekomunikasi ;
c. Penyelenggaraan pelapomn di bidang kebtausahaan, rumah

tangga, ksekrebriatan pimpinan s€rta sandi dan

telekomunikasi.

(3) Bagian Umum, membawahkan:
a. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;

b. Sub Bagian SekeEriat Pimpinan;
c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.

Pas€,l 47

sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tang@ dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang berda dibawah dan berhnggungjawab
kepada Kepala Bagian, mempunyai tugas pokok melaksanaan
pengaturan dan pelayanan ketatausahaan dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fugas pokok sebagaimana tersebut pada

ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai
tungs! :

a. Pengurusan dan pengendalian sumt menyurat;
b. PengBwasan pelaksanaan penggu{laan stempel dinas dan

stempel jabatan ;
c. Pengendalian pelaksanaan pengelolaan arsip dan

pendistribusian naskah dinas di lingkungan Setda ;
d. PengBfuran persiapan penydenggaraan upacara, pelantikan,

rapat dinas dan kunjungan Amu pimpinan Pemerinbh
Daerah ;

e. Penyediaan informasi tentang kegiatan pimpinan;

f. Pengaturan penyelenggaraanperjalanandinaspimpinan;
g. Pen)relenggaraanadministrasi keuangon SekretariatDa€rah.

(1)

(2\

Pasal 48 .................. 35



Pasal 48

(1) Sub Bagian Sekretariat Pimpinan dipimpin oleh s€or'.lng Kepala Sub
Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bagian, mempunyai fugas pokok melaksanakan Eh usaha dan
keuangan dmpinan.

(2) Dalam menyelenggarakan hrgas pokok sebagaimana Grsebut pada
ayat (1), Sub Bagian Sekrehriat Pimpinan mempunyai fungsi :

a. Penelaahan surat masuk dan keluar bagi pimpinan;
b. Penyediaan naskah pidato fimpinan;
c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 49

(1) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Bagian, mempunyai tugas pokok melaksanaan urusan
penerimaan dan pengiriman sandi dan telekofiunikasi.

(2) Dalam menyelenggarakan hrgas pokok se@aimana tersebut pada
ayat (1), Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :

a. Penyusunan petrnjuk teknis tenbng pelaksanaan tugBs sandi
dan telekomunikasi ;

b. Pelaksanaan pengarnanan informasi / berib sandi dan
telekomunikasi ;

c. Pengiriman, penerimaan dan penyampaian berib sandi dan
telekomunikasi serb berih-berib lainnya ;

d. Pemeliharaan alat-alat sandi dan telekomunikasi;
e, Koordinasi pelaksanaan tugas sandidan telekomunikasi.

Paragraf 14 ................... 36
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Paragraf 14

@ian krlslglapan
Pasal 50

(1) Bagian Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang

berada dibawah dan bertanggurEjawab kepada Seketaris Daerdh
melalui Asisten Administrasi. mempunyai tugas pokok menglGji dan
merumuskan bahan kebg"akan umum dan teknis di biclang analisa
kebutuhan dan inventarisasi barang daemh, pengadaan, disEibusi
dan pemeliharaan.

(2) Dalam menyelenggarakan trgas pokok sebagaimana tersebut pada
ayat (1), Bagian Perlengkapaft mempunyai fungsi :

a. Pengkajian bahan kebijakan umum di bidang analisa kebutuhan
dan invenarisasi barang daerah, pengadaan. distribusi dan
pemeliharaan;

b. Perumusan dan penyusunan bahan ketlijakan umum di bklang
analisa kebutuhan dan inventarisasi barang daerah,
pengadaan, disbibusi dan pemeliharaan;

c. Penyelenggaraan pelaporan di bidang analisa kebutuhan dan
invenbrisasi barang daerah, pengadaan, dishibusi dan
pemeliharaan.

(3) Bagian Perlengkapan, membawahkan :

a. Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi Barang
Daerah;

b. Sub Bagian PengEdaan dan Distibusi;
c. Sub Bagian Pemeliharaan.

Pasal 51

(1) Sub Bagian Analisa KebuhJhan dan Invenbrisasi Barang Daerah
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan
bertanggungja!,lrab kepada Kepala Bagian, mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan batlan kebijakan umum dan teknis di
bidang analisa kebutuhan dan invenbrisasi barang daerah.

(2) Dalam ..-.....---,-.-.. 37
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(2) Dalam menyelenggaBkan tugBs pokok sebagaimana tersebut pada
ayat (l), Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Invenbrisasi Earang
Daerah mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan penyusunan bahan kebijakan umum dan
teknis rencana kebuuhan per{engkapan dan perbekalan;

b. Penyajhn dan penlGmpaian dab kebutrhan barang;
c. Penyelenggaraanadministrasibarangdaerah;
d. Penghimpunan data barang bergerak dan tidak berg€rak milik

pemerintah daerah;
e. Penyelenggaraankebhusahaanbagianperlengkapan.

Pasal 52

Sub Bagian Pengadaan dan Distribusi dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang berada dibawah dan berhnggungjawab kepada
Kepala Bagian, mempunyai tug6s pokok melaksanakan penyusunan
bahan kebijakan umum dan teknis di bidang pengadaan dan
distribusi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok se@aimana tersebut pada
ayat (1), Sub Bagian Pengadaan dan Distribusi mempunyai fungsi :

a, Pengolahan dokumentasi data pengadaan barang;
b. Pergumpulan bahan kebijakan umum dan teknis informasi

harga dan mutu barang;
Pelaksanaan pembelian perlengkapan dan perbekalan;
Penyelenggaraan administrasi penerimaan dan pengeluaran
barang ;
Penyelenggaraan pendistribusian dan penyimpanan barang ;
Pengaturan distribusi perlengkapan dan perbekalan.

Pasal 53

(1) Sub Bagian Pemeliharaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian,
mempunyai tugas pokok mebksanakan penyusunan bahan kebijakan
umum dan teknis di bidang pemeliharaan.

c,
d.

e.
f.

(2) Dalam ................. 38
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(7) Dalam m€nyelenggarakan tugBs pokok sebagaimana tersebut pada

ayat (1), Sub Bagian Pemeliharaan memHinyai tungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan umum dan teknis
pemeliharaan dan perawaEn barang inventaris pemerintah

daerah ;
b. Penyiapan bahan penyebaran Daflar Tahunan Perawabn

Barang (DTPB);
c. Penyiapan bahan penyelenggaraan penatausahaan

pemeliharaan dan perawaEn barang;
d. Penyiapan bahan adminisBasi penghapusan barang.

Paragraf 15
BagiarK€uangan

Pasal 54

(l) Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Seketaris Daerah melalui
Asisten Administrasi, mempun),ai tllgas pokok mengkaji dan
merumuskan bahan kebijakan umum di bidarq keuangan.

(2) Dalam menyelenggardkan tugas pokok sebagaimana tersebut pada

ayat (1), Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan bahan-bahan RAPBD. perubahan APBD dan
perhitungan APBD untuk pembahasan panitfa anggaran ;

b. Penyusunan APBD. perubahan APBD dan perhitungan APBD
yang telah ditetapkan;

c. Penyusunan peniabaran APBD dan perubahan APBD ;

d. Penyusunan dokumen pelaksanaan APBD;
e. Penyelenggaraan kmrdinasi dengEn unit kerja terkait di bidang

pengelolaan keuangan daerah;
f. Pengkajian dan perumusan bahan pembinaan dan

pengendalian adminitrasi keuangan daerah;

s. Pelaksanaan pengendalian belanja daerah;
h. Pelaksanaan pembukuan dan akunbnsi keuangEn daerah;
i. Pelaksanaan verifikasi keuangan daerah;
j. Penerbitan Surat Perintah Membalar ( SPM );
k. Penyelenggaraan pelaporan dan perbnggungjawaban

pengelolaan keuangan daerah.
(3) Bagian ..,,,.-,..,-. 39



(3) Bagian Keuangan, membawahkan :

a. Sub Bagian Ang€Eran;
b. Sub Bagian Pembelanjaan;
c. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi.

Pasal 55

(1) Sub Bagian Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian,

rnempunyai tugBs pokok mebksanakan penyusunan bahan kebijakan

umum di bidang pembelanjaan.

(2) Dalam menyelenggaft*an tugas pokok sebagaimana Grsebut pada

ayat (1), Sub Bagian Operasional Anggaran rnempunyai fungsi :

a. Penyusunan Standar Kode Rekening 6|gg3;2n '
b. Peciapan bahan-bahan Penyusunan RAPBD;

c. Penyusunan bahan penjabaran RAPBD

d. Penyusunan rercanil anggaran kash (Cash Budget);
e, Penyiapan dan menyusun Dokumen AnggBran Satuan Kerja

(DASK);

f. Penyiapan konsep SKO.

Pasal 56

(1) Sub Bagian Pembelanjaan dipimpin oleh seonng Kepala Sub Bagian
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian,

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan
umum di bidang pembeianjaan.

(2) Dalam menyelenggaGkan tugas pokok sebagaimana tersebut pada

ayat (1), Sub Bagian Pembelanjaan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan pedoman pelaksanaan APBD dan pengelolaan

Keuangan Daerah (sisdur);
b. Penyusunan bahan petuniuk pelaksanaan pembelanjaan;

c. Penyusunan bahan dan pelaksanaan pembelanjaan;

d, Penyusunan dan persiapan bahan penetitan SPM (Surat
Perintah Membalar);

e. Penyusunan ......... 40
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Penyusunan bahan pembinaan kebendaharawanan;
Penpsunan bahan dan pengeblaan belanja pegawai.

Pasal 57

(i) Sub Bagian Pembukuan dan verifikasi dipimpin oleh seorang kpala
Sub Bagian yang berada dibawah dan berbnggungjilwab kepada
Kepala Bagian, mempunyai tugEs pokok menyusun bahan kebiiakan
umum di bidang pembukuan dan verifikasi.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada
ayat (1), Sub Eagian rembukuan dan Verifikasi mempunyai fungsi :

a. Penelitian, pengujian kebenaran. kel€ngkapan dan keabsahan
surat pertanggung jawaban abu bnda bukti penggunaan atas
pengeluaran uang;

b. Penyusunan bahan dan penelitian Surdt Permintaan
Pembayaran (SPP) sebagai bahan untuk penerbitan Surat
Perintah Membayar Uang (SPM);

c. Penyusunan bahan @uran/pemberian peringatan kepada
pengguna anggaran dalam hal surat perhnggungjawaban }rdng
tidak sesuai dengan dokumen{okumen pengelolaan
administrasi keuangan / ketentuan yang berlaku;

d. Penyusunan bahan pemeriksaan pengesahan Surat
Pertanggungjawaban Keuangan yang telah disyahkan;

e. Pelaksanaan Register Pengesahan Surat Pertanggungjawaban
Keuangan yang telah dihndatangani atau disyahkan;

f. Penyimpanan, pengeloban dan pemeliharaan tanda bukti
pengeluaran abu Surat Pertanggungjawaban Keuangan;

g. Penyaiiandata pelaksanaan penyampaianperbnggungjawaban
anggaran dari pengisian Kas dan Beban Tetap kepada Sub
Bagian Pembelanjaan untuk kepentingan penettihn SPM
(Surat Perintah Membalar);

h. Pencatatan, penggolongan, pena&iran, peringkasan transaki
atau kejadian keuangan dalam pelaksanaan APBD;

i. Penyusunan bahan pembukuan dan akunbnsi anggaran;
j. Penyusunan bahan perhitungan APBD;
k. Penyusunan daftar{aftar menurut model yang telah

ditentukan;
l. Penyusunan ..--.......-.. 41
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t.

m.

n.
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Penyusunan neraca dan aliran kas;
Pencatabn dan per€himpunan dab se@ai bahan laporan
dalam pelakanaan anggar?n secara berkala, bulanan, tiwulan
dan tahunan;
Menyusun, menganalisa bahan laporan penggunaan APBD

sebagai bahan pertanggung iawaban pengelolaan keuangan
daerah sesuai dengan ketentuan yang bedaku.

(1)

(2)

BAB IV

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKTLAN RAKYAT DAERAH

Bagian Perbma
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Paragraf 1

Kedudukan
Pasal 58

Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah adalah unsur
pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
membantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
menyelenggarakan tugas dan kewenanganny,a.

Sekrebriat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertanggungjawab
kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secam
adminisfatif dibina oleh Sekrebris Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 59

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fugEs pokok
rnemberikan pelayanan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian KetigE ..-.............. 42
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Bagian Kefga
Fungsi

Pasal 60

Dalam menyelenggarakan ulgBs pokok sebagaimana tersebut dalam Pasal

62, Sekretadat Dewan rerwakilan Rakyat Daerah m€mBrnyai fungsi :

a. Fasilitasi Rapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
b, Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan tukyat

Daerah;
c. Pengelolaan Tab Usaha Dewan Perwakilan Rakfat Daerah.

BAA V
ORGANISASI

Bagian Pertama
Unsur OrgBnisasi

Pasal 61
Unsur Organisasi terdiri atas :

1. Pimpinan adalah Sekrehris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
2. Pembantu Pimpinan adalah Bagian ;
3. Pelaksana adalahsub Bagian .

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 62

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
terdiri dari :

a. Sekretaris Dewan Perwakilan Pakyat Daenh;
b. Bagian Umum, membawahkan :

1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Humas dan Protokol.

c, Bagian Sarana dan Perbekalan, membawahkan
1, Sub Bagian Samna dan Prasarana;
2. Sub Bagian Perbekalan;

d. Bagian -............. 43
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d. Bagian Hukum dan Persidangan membawahkan :

1. Sub Bagian Risalah dan Perpushkaan;
2. Sub Bagian Perundang - undangan dan Dokumenbsi

Hukum;
e. Bagian Keuangan, membawahkan :

1. Sub Bagian Perbendaharaan;
2" Sub Bagian Anggaran.

(2) BagBn Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Penvakilan Pakyat
Da€rah sebagaimana tercantum dalam Lampinn II Peraturan Daerah
ini.

Bagian KetigE
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Seketariat DPRD
Pasal 63

(1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekebris yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD, mempunyai
tugas pokok memimpin. mengarahkan, membina dan
mengkoordinas'kan kegiatan Sekrebriat DPRD di bidang pelayanan
administratif kepada anggota DPRD.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana Ersebut pada
ayat (1), Sekrebriat DPRD nEmpunyai fungsi :

a. Fasilitasi Papat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
b. Pelaksanaan Urusan Rumah TangEa Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah;
c. Pengeldaan Tata Usaha Dewan Perwakilan Ral$rdt Daerah.

Paragraf 2
Bagian Umum
Pasal 64

(1) Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD, mempunyai
tugas pokok merencanakan dan melaksanakan di bidang
kebtausahaan kepegawaian, humas, protokol dan Perpustakaan.

(2) Dalam ..,...... zl4
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Q) Dalam men)relenggarakan tigas pokok se@aimana tersebut pada
ayat (1), Bagian Umum mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan urusan suftlt menyurat DPRD dan Seketariat
DPRD ;

b. Pengelolaan Data Keanggotaan DPRD dan kepegawaian
Sekretariat DPRD serE menyiapkan Surat Perjalanan Dinas ;

c. Mengurus hubungan kerja antar lembaga.

(3) Bagian Umum, membawahkan :

a. Sub Bagian Tab Usaha dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Humas dan Protokol.

Pasal 65

(1) Sub Bagian Tata Usaha dan lGpegawaian dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bagian Umum, mempunyai tugas pokok pelaksanaan
pengelolaan ketatausahaan dan kepegEwaian;

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada
ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai
fungEi :

a. Pehksanaan urusan surat menyuErt yang diperlukan oleh
DPRD.

b. Penlapan rencarE perjalanan dinas Pimpinan dan AngEOta
DPRD ;

c. Mengelola keanggoban DPRD dan KepegBwaian Seketariat.

Pasal 66

(1) Sub Bagian Humas dan Protokol dipimpin oleh seorang lcpala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertar€gungjawab kepada rcpah
Bagian Umum, mempunyai tugas pokok menyiapkan
penyelenggaraan rapat - rdpat DPRD, dan rnengatur hubungan kerja
dengan lembaga.

(2) Dalam ..,.......... 4s
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(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok se@aimana tersebut pada
ayat (1), Sub Eagian Humas dan Protokol, mempunyai fungsi ;

a. Pelaksanaan pengelolaan hubungan kerja dengan lembaga
Pemerintah dan Lembaga Masyarakat ;

b. Penyelenggaraankeprotokolandalamkegiatan-kegiatan DPRD;

Paragraf 3
Bagian Sarana dan Perbekalan

Pasal 67

(1) Bagian Sarana dan Perbekalan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian
yang berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Sekretaris
DPRD. mempunyai t{as pokok merencanakan dan melaksanaan
pengelolaan sarana dan pertekalan.

(2) Dalam menyelenggarakan hrgas pokok sebagaimana tersebut pada
ayat (1), Bagian Sarana dan Perbekalan mempunyai fungsi :

a. Menyusun rencana kebufuhan perlengkapan dan perbekalan;
b. Pengadaan perlengkapan dan perbelalan;
c. Penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan dan

rybekalan;
d. Pemeliharaan dan perawabn perlengkapan;
e. Pelaksanaanadministrasimaterial;
f. Pelaksanaan invenbrisasi barang daerah.

(3) Bagian Sarana dan Perbekalan, membawahkan :

a. Sub Bagian Sarana dan Prasamna;
b. Sub Bagian Perbekalan.

Pasal 68

(1) Sub Bagian Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bagian, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan sarana
dan prasarana;

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada
ayat (1), Sub Bagian sarana dan prasarana mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan ...--,,--..-,. 216



a. Pengelolaan data barang inventarisasi;
b. Penyebnggaraan pengelolaan sarana dan Fasarana;
c. Penyelenggaraanpendistribusiandanpenyimpananbarang;
d. Perneliharaan barang-baranginventaris.

Pasal 69

(1) Sub Bagian Perbekalan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian,
mempunyai h4as pokok mehksanakan pengelolan perbekalan;

(2) Dalam menyelenggErakan tugBs pokok se@aimana tersebut pada
ayat (1); ..Sub Bagian PerbelGlan mempunlaifungsi :

a. Pehksanaan penyusrrnan bahan kebijakan umum dan teknis
pemeliharaan dan perawatan barang inventaris Sekretariat
DPRD ;

b. Penylapan bahan penyelenggaraan penatausahaan
pemeliharaan dan perbekalan ;

c. Pengurusan kendaraan dinas DPRD;
d. Pengadaan barang-barang keperluan tulis.

Paragraf 4
Bagian Hukum dan Persidangan

Pasal 70

(1) Bagian Hukum dan Persidangan dipimpin oleh seofttng Kepala Bagian
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris
DPRD. rnempunyai h4as pokok pelaksanaan pembuatan risahh.

(7) Dalam nenyelenggarakan tugtss pokok se@aimana tersebut pada
ayat (1), Bagian Hukum dan PersidangBn mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian dan penyiapan penyelenggaraan rapat-Gpat
DPRD ;

b. Pendisbibusian kegiatan-kegiatan Komisi dan menghimpun
kegiabn Komisi ;

c. Pengkoordinasian perumusan pembuatan Raperda dan Prcduk
Keputusan DPRD ;

d. Pengelolaan --------. 47
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d. Pengelolaan, penghimpunan dan pemelihanan buku-buku
perahiran dan dokumentasi kegiatan DPRD.

(3) Bagian Hukum dan Persidangan, membawahkan:
a. Sub Bagian Risalah dan Perpustakaan;
b. Sub Bagian Perundang-urdangan dan DokunEntasi Hukum.

Pasal 71

(1) Sub Bagian Risalah dan Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepab
Sub Bagian yang hrada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Bagian, mempunyai tugBs membuat risalah rapat, dan
kegiatan Komisi.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada

ayat (f). Sub Bagian Risalah dan Perpushkaan mempunyai fungsi :

a. PenyelenggaGan pembuatan risalah rapat-rapat DPRD;
b. Menyiapkan bahan-bahan rapat;
c. Penyhpan dan penghimpunan laporan kegiatan komisi, panifia

musyawarah, panitia anggardn dan panitia khusus;
d. Pembinaan dan pengelolaan perpusbkaan DPRD.

Pas.,l 72

(1) Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Eaghn yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian, mempunyai tugas
membuat produk hukum DPRD.

(z) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana teEebut pada
ayat (1), Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum
mempunyai fungsi :

a, Pembuabn naskah surdt keputtisan yang dik€luarkan oleh
DPRD;

b. Pengkoordinasianperumusanrancanganperundang-undangan
meliputi Raperda dan prcduk hukum lainnya ;

c. Penelaahan ............. 48
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c. Penelaahan dan menga/aluasi pelaksanaan produk hukum;
d. Penginformasian dan mendokunentdsikan produk hukum

DPRD.

Paragraf 5
Bagian Keuangan

Pasal 73

(1) Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekrehris DPRD,
mempunyai tugas pokok menyusun anggariin dan mengurus
keuangan serta laporan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada
ayat (1), Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. Perencanaan anggamn pengeluaran DPRD dan Sekretan?t
DPRD ;

b. Penelaahan dan realisasi pengeluaran anggaran DPFO dan
Seketariat DPRD;

c. Pendistribusian dan pengaturan pengeluaran keuangan DPRD
dan Sekretariat DPRD;

d. Penghimpunan dan pembuatan laporan SPJ tenbrE
pengEunaan angga€n DPRD dan Sekretariat DPRD.

(3) Bagian Keuangan, memba\,Yahkan :

a. Sub Bagian Perbendaharaan;
b. Sub Bagian Anggaran.

Pafil 74

(1) Sub Bagian Pertendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bagian Keuangan, mempunyai tugas mengurus keuangan,
pembayaran dan laporan keuangan DPRD dan Seketariat DPRD;

(2) Dahm menyelenggarakan tugBs pokok se@Eirnana ters€but pada
ayat (1), Sub Bagian Perbendaharaan memBlnyai fungsi :

a. Pengurusan .....--...,,. 49
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a. Pengurusan keuangan unhlk keperluan DPRD dan Sekretariat
DPRD ;

b. Penyusunan laporan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD ;
c. Pengelohan pembayaran uang represenbtif anggob DPRD

dan Gaji Pegawai di lingkungan S€ketariat DPRD ;
d. Pembuatan SPJ tenbng penggunaan keuangan DPRD dan

Sekretariat DPRD.

Pasal 75

(1) Sub Bagian Anggaran dipimpin oleh seordng Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian
Keuangan, mempunyai tugas mereneanakan anggaran €hn
mempersiapkan bahan penyusunan, peflJbahan dan perhitungan
anggartln.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok se@Eimana tersebut pada
ayat (1), Sub Bagian Anggaran mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian dan perencanaan anggaran DPRD dan
Sekretariat DPRD ;

b. Peflyiapan bahan dalam rangka penyusunan, perubahan dan
perhitungan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD ;

c. Pemeriksaan, penelitian dan pengevaluasbn penggunaan
anggaran DPRD dan Seketariat DPRD.

BAA VI
JABATAT!' FUNGSIOI{AL

Pasal 76

(1) labahn Fungsional rnempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
kegiatan remerinbh Kabupaten secara profesional sesuai dengBn
kebutuhan.

(2) Penetapan dan pengangkatan jababn fungsbnal di Etapkan dengan
Keputusan Bupati.

(3) labatan .......-........ 50
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(3) Jabatan Fungsional sebagalmana tersebut pada ayat (1), dalam
melaksanakan tugas pokoknya berbrEgurgjawab kepada masing-
masing kepala unit kerja.

Pasf,l 77

(1) labatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, terdiri
atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi
sesuai dengan bidang tlgasnya.

(2) Sebagaimana tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada
di lingkungBn Pemerinbh Kabupaten.

(3) lumlah Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1),
ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

(4) lenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undarEan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA

Baghn Perbma
Umum

Pasal 78

(1) HaFhal yang menjadi tr gas pokok Sekrebriat Daerah dan SekreEriat
DPRD merupakan satu kesatuan di lingkungannya, yang sahr sama
lain tidak dapat dipisahkan dalam lingkungEn unit kerjanya.

(2) Pelaksanaan fungsi Sekebriat Daerah sebagEi unsur pembantu
pimpinan Pemerintah Kabupaten, pelaksanaan tugasnya
diselenggarakan oleh Sekrebris Daerah, Asisten Sekrebris Daerah,
Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian menurut bidang tugas masing-
masing.

(3) Sekrcbris ............... 51
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Seketaris Daerah secara teknik operasional maupun teknik
administatif berada di bawah dan ber&anggungjawab kepada Bupati,
dan dalam menjalankan tugas pokoknya menyelenggarakan
koordinasi dan hubungan fungsional dengan instansi lain )rdng
berkaibn dengan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit
organisasi di lingkungan Seketariat Daerah dan Seketariat Dewan
Perwakilan Rakfat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, sinkron isasi dan simplifikasi.

Setiap pimpinan satuan unit organisalsi di lingkungan Sekretariat
Daerah wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk
pelaksanaan hjgas kepada bawahan.

Setiap pimpinan satuan unit organisasi dilingkungan Sekretariat
DPRD, wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-
masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan
tugasnya.

BAB VIII
KETET{TUAI{ PERALIHAN

Pasal 79

Tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang ada pada saat
ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan
dilaksanakannya Reposisi jababn.

BAB IX
KETENTUAH PENUruP

Pasal 80

HaFhal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(s)

(o.)

Pasal 8l ................ 52
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Pasal 81

Dengan ffiakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2002 tentang OrgEnisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Majalengka dinyatakan tldak berlaku lagi.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hnggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengebhuinya, memerinEhkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lemtlamn Daerah
Kabupaten Majalengka.

DiEtapkan di Majalengka
Pada tangEal

BUPATI MA]ALENGKA

CAPITTD

Hj. nrrrY HAYATI AI{WAR
Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN I|IAIALENGI(A y'*'drg/

H.M A C H A L I.SH
Pembina Utama Muda
NrP. 010 079 331

LEMBARATT DAERAH KABUPATEITI iIIA'ALENGKA TAHUN 2OO4
NOMOR .........,...,..SERI ....,.
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